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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.1 Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua 

orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu 

perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian 

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 

yang diucapkan atau ditulis.2 Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara 

sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya 

dua pihak yang saling mengikatkan diri.  

Menurut M.Yahya Harahap, perjanjian atau verbintenis mengandung 

pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang 

atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi.3 

                                                           
1Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa , 2003, hlm. 36. 
2Munir Fuady,  Hukum Kontrak, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.2. 
3M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni , 1986, hlm. 6. 



 
 

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst yang berasal 

dari bahasa Belanda atau contract yang berasal dari bahasa Inggris.4 Salah satu 

bentuk perjanjian adalah perjanjian jual beli. Pada transaksi jual beli, terkandung 

suatu  perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Penjual 

berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, 

sekaligus berhak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, 

sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sebagai imbalan 

haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.  

Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan 

perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, 

maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang 

mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah 

diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi dalam prakteknya belum diserahkan objek 

perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada 

perjanjian. Selain itu perjanjian jual beli juga menganut asas terang dan tunai, 

yaitu jual beli berupa penyerahan hak untuk selama-lamanya dan pada saat itu 

juga dilakukan pembayarannya oleh pembeli yang diterima oleh 

penjual.5Pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli dapat ditempuh dengan 

                                                           
4Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta,  Cetakan ke-2, Sinar Grafika, 2003,  

hlm. 160. 
5Riduan Syahrani,  Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Sinar Grafika, 2006,  

hlm.213 



 
 

berbagai cara, yaitu pembayaran secara tunai seketika, pembayaran secara 

cicilan/kredit, atau dengan menggunakan DP (Down Payment) atau uang muka 

yang sisanya dapat dibayarkan nanti hal ini tergantung dari apa yang disepakati 

sebelumnya oleh penjual dan pembeli.6  

Kerap ditemukan dalam transaksi jual beli tanah, pembeli melakukan 

panjar (pembayaran uang muka) atas tanah yang menjadi objek jual beli. Di 

kalangan masyarakat umum, panjar diberikan sebagai tanda jadi bahwasanya 

penjual dan pembeli telah terikat dalam suatu perikatan jual beli. Hal ini tentunya 

berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat dalam aturan 

hukumnya, kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan tanda 

bahwasanya penjual dan pembeli telah terikat dalam perjanjian jual beli.7 

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata 

yang menyatakan “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, 

segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut 

beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum 

dibayar”.8 Artinya, sejak adanya kesepakatan jual beli berikut kesepakatan 

                                                           
6Liestiyowati, http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-down-payment/,diakses 

pada tanggal 16 Sep.2018 pukul 23:28 WIB. 
7NM. Wahyu Kuncono, 97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, 

2015, hlm. 109. 
8Ibid,hlm. 109. 



 
 

mengenai harganya antara penjual dan pembeli, secara hukum penjual telah 

terikat dengan pembeli untuk menjual tanah tersebut.9 

Dalam hal suatu transaksi jual beli dengan panjar diatur dalam Pasal 1464 

KUHPerdata yang berbunyi : “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang 

panjar, tidak dapatlah salah satu pihak membatalkan pembelian itu dengan 

menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Maksud jual beli 

yang diatur dalam Pasal 1464 KUHPerdata penjual dan pembeli tidak dapat 

membatalkan perjanjian jual beli yang telah dilakukan secara sepihak. Pihak 

yang membatalkan juga tidak dapat menuntut pengembalian uang panjar yang 

telah diberikannya.10 Berarti antara penjual penerima panjar dan pembeli pemberi 

panjar, sudah dipersatukan oleh perikatan. Meskipun pembayaran uang panjar 

telah dilakukan pada jual beli tidak menjadi jaminan bahwa perjanjian jual beli 

dapat dilaksanakan atau dibatalkan dengan alasan tertentu sehingga banyak 

menimbulkan masalah hukum. 

Salah satu peristiwa hukum yang menarik untuk ditelaah secara 

mendalam yaitu dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2661 

K/Pdt/2004 tentang perjanjian jual beli yang dibatalkan secara sepihak antara 

pemohon kasasi: 1) Ny. Yudi Herawan, 2) Limantaro H. yang dahulu merupakan 

Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Para Pembanding: melawan Ny. Suharni 

                                                           
9Ibid, hlm.109. 
10Ibid, hlm. 110. 



 
 

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Bahwa Tergugat I dan 

Tergugat II telah memiliki tanah dan bangunan yang dikenal dengan sertifikat 

Hak Milik No.122 seluas 145 M2, yang terletak di Kelurahan Tahunan, 

Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta, atas nama Tergugat I . 

Telah terjadi kesepakatan jual beli pada tanggal 23 Januari 2003 secara 

lisan antara penggugat dan tergugat atas sebidang tanah dengan harga Rp. 

425.000.000-, (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) disertai dengan uang 

muka sebesar Rp. 50.000.000-, (lima uluh juta rupiah), dengan syarat sertifikat 

diserahkan kepada Notaris Jenny Setiawati Yosolarso, S.H. Namun para tergugat 

tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada notaris dan nyatanya sertifikat 

tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 

Namun para Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya dalam gugatan 

Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi, 

selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai Tegugat Rekonvensi, 

bahwa terhubung Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kekurangan 

pembayarannya sebesar Rp. 375.000.000-, (tiga ratus tujuh puluh lima juta 

rupiah) sejak tanggal 23 Januari 2003 sampai dengan tanggal 22 Maret 2003, 

maka secara hukum sebagai akibat ingkar janji dari Tergugat Rekonvensi maka 

tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas pengembalian uang muka 

sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 



 
 

Pada dasarnya setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, 

sepanjang hal tertentu yang diatur dalam perjanjian tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang.11 Terhadap jual beli tanah yang dilakukan dengan pemberian 

sejumlah uang untuk panjar (uang muka) disebutkan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1464 KUHPerdata bahwa jika pembelian dibuat 

dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan 

pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. 

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai sebuah perikatan 

seringkali tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan banyak menuai 

permasalahan di kemudian hari. Penyelewengan dalam pemenuhan prestasi 

seringkali pula terjadi karena kurangnya pemahaman hukum, kekurang hati-

hatian atau kepercayaan yang berlebih serta konsep perjanjian yang tidak 

seimbang di antara para pihak. Proses jual beli tanah yang biasanya dilakukan 

dengan pembayaran secara bertahap atau kredit maupun hanya tempo waktu saja, 

di samping pembayaran tunai atau dengan sistem panjar.  

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun 

tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian jual beli tersebut, salah satu 

pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.12 

                                                           
11Mariam Darus Badrulzaman dkk,   Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta, PT. Citra Aditya 

Bakti, 2011, hlm. 65. 
12Wirjono Prodjodikoro,  Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Bale, 1986, hlm. 9. 



 
 

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya di sanalah 

sering terjadi hal yang kadang dapat memicu perdebatan bahkan pertengkaran 

antar kedua pihak terutama pihak yang merasa dirugikan karena haknya tidak 

terpenuhi. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur 

maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai 

apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu 

perjanjian tertulis.13 

Jual beli dapat dikatakan berakhir ketika telah terjadi penyerahan. Jika 

karena sesuatu hal penyerahan tidak dapat dilakukan akibat kelalaian pihak si 

penjual, maka berdasarkan Pasal 1480 KUHPerdata si pembeli dapat menuntut 

pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 

KUHPerdata yang  di dalamnya diatur tentang syarat batal. Pasal 1266 

KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan 

dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak 

tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal 

demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jika syarat batal 

tidak dimintakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk memberikan 

suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu 

mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Sedangkan dalam Pasal 1267 

                                                           
13Siti Ayu Rosida, https://sitiayurosida.wordpress.com/2015/06/07/pengertian-dan-contoh-

surat-perjanjian/ , diakses pada tanggal 10 Sep. 2018.Pukul 06:17 WIB. 



 
 

KUHPerdata pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih 

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain 

untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, 

disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Sehingga dengan demikian 

pembatalan atau tuntutan pemenuhan isi perjanjian tidak serta merta dapat 

dilaksanakan begitu saja tetapi harus dimintakan dan melalui keputusan hakim.14 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mendalami 

tentang bagaimana proses jual beli dengan panjar dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka dengan uraian di atas penulis mengangkat judul: “ANALISIS PASAL 

1464 KUHPERDATA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENJUAL 

DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN PANJAR” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:  

1. Bagaimana tanggung jawab penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli 

dengan panjar jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian 

jual beli tanah dengan uang panjar? 

C. Tujuan Penelitian  

                                                           
14Wuri D Yuliastri, S.H.,http://pengacarasemarang.blogspot.com/2011/05/permasalahan-uang-

muka.html, diakses pada tanggal 9 Sep. 2018 Pukul 1.43 WIB. 



 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tanggung jawab penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli dengan 

panjar jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya. 

2. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli 

tanah dengan uang panjar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:  

1. Manfaat Teoretis  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan 

khususnya untuk pengembangan bidang hukum tentang bagaimana 

tanggung jawab penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli dengan 

panjar jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya serta 

bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi  wanprestasi dalam perjanjian 

jual beli tanah dengan uang panjar. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan 

hukum perdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan 



 
 

dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademika Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya. 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian 

mengenai tanggung jawab penjual dan pembeli dalam jual beli yang dilakukan 

dengan menggunakan uang panjar yang sering bertentangan dengan Pasal 1464 

KUHPerdata dalam kehidupan sehari-hari. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau 

memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini 

menggunakan teori sebagai berikut: 

1. Teori Umum Perjanjian 

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.15 

Berdasarkan ketetuan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah “Perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih.” 

                                                           
15Mariam Darus Badrulzaman,  Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, cetakan ke-3,  2011, 

hlm. 18. 



 
 

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal16. Menurut Subekti, perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di 

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.17 

a.  Subjek Perjanjian 

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang 

terikat dengan suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan tiga golongan 

yang tersangkut pada perjanjian yaitu: 

1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri 

2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya. 

3) Pihak ketiga18. 

 

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat: 

1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri; 

2) Cakap untu membuat suatu perikatan; 

                                                           
16M. Yahya Harahap,  Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 6.  
17Subekti,  Hukum Perjanjian,  Jakarta, PT.  Intermasa, 2001, hlm. 1. 
18Mariam Darus Badrulzaman,  Hukum Perjanjian. Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm, 

22. 



 
 

3) Suatu hal tertentu; 

4) Suatu sebab yang halal19. 

 

c. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata. 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki 

posisi sentral di dalam hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 

Ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.” Dengan demikian menurut asas kebebasan 

berkontrak, seseorang  pada umumnya mempunyai pilihan bebas 

untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu 

pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak 

melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, 

bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan 

syarat-syarat perjanjian.20 

2) Asas Konsensualisme 

                                                           
19Ibid,. 
20Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, cetakan ke-4, 2014, hlm. 108-109. 



 
 

Asas konsesualisme mempunyai hubungan yang erat dengan 

asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat di dalam 

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Asas konsesualisme sebagaimana 

yang terdapat dalam Pasal 1320 Ayat (1)  mensyaratkan perjanjian 

itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini yang ditekankan 

adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti 

dari hukum kontrak. Asas konsesualisme merupakan “roh” dari suatu 

perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun 

demikian  pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak 

mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini 

disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang memengaruhi 

timbulnya perjanjian. Di dalam Pasal 1322-1328 KUHPerdata cacat 

kehendak meliputi 3 hal yaitu: 

a. Kesesatan atau dwaling. 

b. Penipuan atau bedrog. 

c. Paksaan atau dwang.21   

 

3) Asas Pacta Sunt Servanda 

Pada dasarnya janji itu mengikat asas pacta sunt servanda atau 

asas daya mengikat kontrak. Sehingga perlu diberikan kekuatan 

                                                           
21Ibid., hlm. 120-122. 



 
 

untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau 

daya mengikat kontrak, maka kontrak yang di buat secara sah 

mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat 

setara dengan daya berlaku dan mengikatnya Undang-Undang.22 

4) Asas iktikad baik 

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyatakan 

bahwa, “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 

baik.” Yang dimaksud dengan iktikad baik (te goeder trouw; good 

faith) adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan 

(yang baik).  

2. Teori Wanprestasi  

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 

kreditur dengan debitur.23 Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat 

terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.24 Seorang debitur 

dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat 

                                                           
22Ibid., hlm. 124. 
23Salim HS,  Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, 2008, hlm.180. 
24Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm. 

74. 



 
 

memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.25 Wanprestasi 

terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:  

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 

harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 

tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.26 

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji 

yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian,  

ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang 

sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.  

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru dapat 

berupa perbuatan :  

1.  Sama sekali tidak memenuhi prestasi.  

2.  Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.  

3.  Terlambat memenuhi prestasi.  

4.  Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.27 

                                                           
25Subekti,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hlm. 146. 
26Ahmadi Miru,  Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 12. 
27Ahmadi Miru, Op, Cit, hlm.74. 



 
 

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu 

dapat berupa:  

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali  

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.  

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 28 

 

3. Teori Tanggung Jawab 

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam 

kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah 

hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau 

tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi 

semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti 

kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas 

untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, 

keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban 

bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam 

pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada 

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 

                                                           
28A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Liberty, 1985, 

hlm.26. 



 
 

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk 

pada pertanggungjawaban politik.29 

Mengenai persoalan pertanggungjawaban menurut Kranenburg dan 

Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu: 

a.    Teori Fautes Personalles  

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga 

dibebankan kepada seseorang yang karena tindakannya itu telah 

menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab 

ditujukan pada manusia selaku pribadi. 

b. Teori Fautes de Services 

Teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga 

dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori 

ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, 

kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang 

dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana 

berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab 

yang harus ditanggung.30 

                                                           
29Ridwan H.R.,  Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-

337. 
30Ibid, hlm. 365. 



 
 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut:31 

1.  Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault 

liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup 

umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 

1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, 

seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara 

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai 

Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan 

terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: 

a.    Adanya perbuatan; 

b.    Adanya unsur kesalahan; 

c.    Adanya kerugian yang diderita; 

d.    Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan 

dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan 

                                                           
31Shidarta,   Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73-79. 



 
 

Undang-Undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam 

masyarakat.32 

 

2.  Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap 

bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia 

dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada 

prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada 

kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, 

yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” 

semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya 

kerugian.33 

3.  Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip 

praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam 

lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. 

4.  Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering 

diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute 

                                                           
32Sonny Pungus, S.H., M.Kn., http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori 

pertanggungjawaban.html, diakses pada tanggal 17 September 2018, pukul 22:49 WIB. 
33E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah 

Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Bandung, Cetakan II, Alumni, 1979, hlm. 21. 



 
 

liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan 

kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict 

liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan 

tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-

pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung 

jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute 

liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak 

ada pengecualiannya. 

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan 

dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan 

untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila 

kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan 

sendiri yaitu tanggung jawab mutlak.34 

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of 

liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk 

dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar 

yang dibuatnya.  

Tanggung jawab (responsibility) merupakan suatu refleksi 

tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan 

                                                           
34Ibid, hlm. 23. 



 
 

kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan 

intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil 

atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat 

pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau 

ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh 

kesadaran intelektualnya.35 Tanggung jawab dalam arti hukum adalah 

tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, 

bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa 

sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. 

G.  Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan 

studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji 

Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan 

perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada 

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum 

dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, 

                                                           
35Masyhur Efendi, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan 

Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 121. 



 
 

perbandingan hukum dan sejarah hukum.36 Berdasarkan penjelasan di atas, 

penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk 

meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian 

hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan 

penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang 

dibutuhkan penulis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)  

Pendekatan Perundang-Undangan adalah suatu pendekatan yang 

dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep 

tentang tanggung jawab penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli 

dengan panjar melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam 

Ilmu Hukum.37 

                                                           
36Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm. 52. 

 
37Peter Mahmud Marzuki ,  Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Grup, 2005, hlm. 113. 



 
 

 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Data-data yang nantinya akan membantu penulis untuk  menjelaskan 

data primer yang didapat di antaranya : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Peraturan 

Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan 

Perundang-Undangan dan putusan hakim.38 Dalam penelitian ini bahan 

hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku 

teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.39 Dalam 

penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :  

1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum 

                                                           
38 Ibid., hlm 141. 
39 Ibid.,hlm.142. 



 
 

2) Makalah-makalah  

3) Jurnal ilmiah  

4) Artikel ilmiah 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa internet, 

kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber hukum 

lainnya yang terkait. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Di dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan 

dilakukan yakni dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik 

atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat 

diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, 

internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti.40 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

                                                           
40Hidayat, “Pengertian Studi Pustaka”http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-

kepustakaan.html.diakses pada 04 Sep. 2018, pukul 11:01 WIB. 



 
 

Bahan hukum  yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, 

yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang 

telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan 

kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu 

dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum 

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.41 Selanjutnya hasil analisis dari 

sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan 

penelitian  ini. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut di atas dapat ditarik 

kesimpulan berupa, teknik  penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur 

hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik 

kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.42 
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